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BUPATI SAROLANGUN
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR /E TAHUN 2OT4

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2AL4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ': a.

BUPATI SAROLANGUN,

balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ot2 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang 2Ot2-2O25 dan Jangka
Menengah Tahun 2OL2-2AL4, perlu men5rusun Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Sarolangun Tahun 2OL4;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Aksi Daerah Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Kabupaten Sarolangun;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor L37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a25Ol ;

Mengingat 1.

2. Undang-Undang Nornor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor L4 Tahun
2OOO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun L999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 39691 ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4437l. sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\

b.

(
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4. Undang-Undang Nomor T Tahun 2006 tentang
Pengesahan united Nations convention Againts
Comrption, 2OOS {Konvensi perserikatan Bangsa-
Bangsa Anfi Korupsi, 2OO3) (Lembaran Ne[ara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambarran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a62}l ;

5. Peraturan Presiden Nomor ss ratrun zalz tentang
strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang 2At Z-ZAZS dan Jangka
Menengah 2AL2-ZAL4 pembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZOl2 Nomor l22l;

6. Instruksi Presiden Nomor B ?ahun 2o1o tentang
Program Pembangunan Berkeadilan;

7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2oll tentang
Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Tahun
2012;

8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2olg tentang Aksi
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi rahun gorg;

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
356/84291SJ tanggal ZS November eOte tentang
Panduan Pen5rusunan pelaksanaan dan pelaporan
Aksi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi
Pemerintah Daerah Tahun 2A1.4;

MEMUTUSKAN :

Ivlenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN SAROI.ANGUN.

Pasal l"

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Bupati adalah Bupati Sarolangun;
Pemerintah Daerah adalah Bupati Sarolangun
sebagai Ltnsllr penyelenggaraan pernerintaflan
Sarolangun;
Aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kabupaten
sarolangun Tahun 2oL4, selanjutnya disebut AD-ppK Kabupaten
sarolangun Tahun 2ol4 adalah program atau kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pencegaha" a"" pemberantasan torupsi oi
Kabupaten Sarolangun Tahun 2Ol4;
Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten
sarolangun, selanjutnya disebut TKppK Kabupaten saroiangun adalahwadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku fepentingan
yntuk pencegahan_ dan pemberantasan korupsi aaum Kabupalen
sarolangun yang berkedudukan di bawah dlan bertanggung jawab
kepada Bupati Sarolangun;
Feran serta rnasyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi
masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam p--encegahan danpemberantasan tindak pidana korupsi.

dan Perangkat Daerah
Daerah di Kabupaten

3.

4.

5.

Pasal 2

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2OL4 dilaksanakan selama 1 {satu)tahun secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinamUunjal aengar;
melibatkan peran serta masyarakat.



Pasal 3

AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2AL4 berisikan program atau
kegiatan pencegahan, penindakan, koordinasi, monitoring-d; evaluasi
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupii Kabupaten
Sarolangun Tahun 2OL4 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan
Bupati ini yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 4
AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2A74 dijalankan melalui 6 (Enam)
strategi, yaitu meliputi :

a. Strategi Pencegahan;
b. Strategi Penegakan Hukum;
c. Strategi Harmonisasi Peraturan perundang-undangan;
d. Strategi Kerjasama Nasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor;
e. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
f. Strategi Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi;

Pasal 5

|D-|PK Kabupaten Sarolangun Tahun 2Al4 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pencegahan dan pemberantasan
Korupsi Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6
(1) Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Sarolangun Tahun 2AL4

disampaikan kepada:
a. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
b. Menteri Dalam Negeri;
c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. unit Kerja Presiden Bidang pengawasan dan pengendalian

Pembangunan (UKP4);
(2) Strategr pelaporan disusun oleh TKPPK {Tim Koordinasi pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Sarolangun.

Pasal 7
(l)Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten

sarolangun Tahun 2oL4 terdiri dar, T (tujuh) aksi, yaitu:
a. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu {BppTSp);b. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan d.an Non perizinan di

daerah kepada BPPTSP;
Publikasi standar Pelayanan Terpadu satu pintu pada Bpprsp;
Penyediaan sarana dan Mekanisme penyelenggaraan penanganan
Layanan BPPTSP;
Peningkatan Transparansi pengelolaan Anggaran Daerah;
Publikasi Dokumen Rencana pembangunan Daerah, Renstra, dan
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah;
Pelaksanaan Transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;

(2) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tercantum dalam lampiran 
-Peraturir 

Bupati ini dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 8
TKPPK Kabupaten Sarolangun melaksanakan aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang disusun sebagaimana tercantum pada kolom 6
lampiran ini, sesuai dengan tugas dan fungii sebagai berikut:a. Sekretaris Daerah dan atau melalui Asisten Sekretaris Daerah yang

membidangi pemerintahan bertugas :

1. mengkoordinasikan penJrusunan dan pelaksanaan Aksi ppK
Pemerintah Kabupaten Sarol,angun Tahun COt+;

c.
d.

a

f.

g.
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b.

2. mengkoordinasikan penjrusunan pelaporan Aksi ppK pemerintah
Kabupaten Sarolangun Tahurr 2A14 ".tirp triwulan, mulai dari BO3,806, BO9 sampai dengan 812;

3. memastikan. seluruh pelaporan RAD-ppK dari masing-masing sKpDpenanggungiawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui Websiti UKp-
PPP;

4. mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi ppK pemerintah
Kabupaten Sarolangun oleh unit SXpb terkait;

Inspektorat bertugas :

1. memantau dan memastikan sKpD pemerintah Kabupaten
Sarolangun terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Tahun 2OL4 sesuai

^ dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing;2- melakukan pemantauan lapangan pelaksanaan Aksi ppK Tahun
20L4;

3. mengontrol pelaporan seluruh Aksi ppK Tahun 2{ 14 sudah
dilakukan oleh setiap SKPD terkait, termasuk AD-ppK peningkatan
transparansi pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan
transparansi proses pengadaan Barang dan Jasa;

Bagian organisasi setda Kabupaten sarolangun, bertugas
melaksanakan, mengumpulkan d.ata pendukung dari ".Ii" 3rpo terkaitdan melaporkan ke Bappeda Kabup.t"n Sarolangun untuk dilaporkankedalam utebsite uKp-ppp: https://serambi.ulkp.go.id dan capaian
keberhasilan dilengkapi dengan data dukung setiap tfrwuhn.
Bagian Hukum setda Kabupaten Sarolangun, bertugas melaksan akan,mendukung dan bekerjasama dalam melaporkan dai ketujuh RencanaAksi apabila ada yang bersangkutan deng*n prod.rk Hukurri
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, bertugas Melaksanakan
dan melaporkan capaian keberhasilan aksi disetiap Rlncana Aksi yang
datanya dibutuhkan dari Bpprsp dilengkapi dengan data dukung setiaptriwulan.
Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, atau dengansebutan lain, bertugas melaksanrk"r, dan melapori<an capaiankeberhasilan aksi disetiap Rencana Aksi yang datanya dibutuhkan dari
DPPKAD dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
Badan Perencanaan pembangunan Daeiah {Bappeda) bertugas :

melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi
dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuankerja perangkat daerah (Aksi 6) dilengkapi dengan d.ata dukung
setiap triwutran;
memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan passuord.)
sistem monitoring UKp-ppp;
menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi ppK Tahun2014 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untukdilaporkan kedaiam websiL Ui<p-ppp : https:/ / serambi.ukp.ga.id;

c.

d.

e.

1.

2.

3.

h. Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BagianAdministrasi P-embangunan dan Kerjas-ama serta Kantor pengolahan
Data Elektrsnik bertugas rnelaksanakan dan melaporkan capaiankeberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses p"rg"J".., barangdan jasa (Aksi 7) dilengkapi dengan data dukung setiap tri?uhn.

Pasal 9
(1) Tim Koordinasi AD-PPK Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahu n 2014men)rusun pelaporan Pemerintah Daerah dengan menghltung persentase

ukuran kerberhasilan capaian aksi daerah guna mendukunipencapaian
sasaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. a
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(2) Penyampaian_ laporan capaian keberhasilan pelaksanaan AD-ppKKabupaten Sarolangun Tahun 2ol4 dilakukan melalui utebsitehttps: 'ambi.ukp.qo.id., dengan jadwal sebagai berikut:
a. penyampaian kl3rm laporan dari sKpD pemerintah Kabupatensarolangun kepada Bg"qian organisasi setda xabupaten s*ot*grrr,

dengan jadwal sebagai berikut:
1' pelaporan Bog, paling lambat tan"ggal 26 Maret zot4;
?. pelaporan B9g, paling lambat tanggal 26 Juni 201,4;3' pelaporan Bo9, paring lambat tanggat 26 September 2or4;4. pelaporan Bl2, paling lambat tanggal tanggal 26 Desember 2ot4;
penyampaian laporan oleh Bagian organisasi setda Kabupatensarolangun ke Bappeda Kabupaten slrolangun, dengan jaawat
sebagai berikut:
1. pelaporan BO3, paling lambat tanggal 2Z Mxet 2Ol4;2- pelaporan .8O6, palinglambat tenggal 27 J ,ni 2O7a;3. pelaporan Bo9, paling rambat t"rrgg"r 27 September 2ot4;4' pelaporan Bl2, palinglambat tanggal tanggat 27 Desember 2oL4;

penyampaian laporan oleh Bappeda Kabupaten sarolangun bersamaBagian organisasi setda Katupaten sarolangun kedalam sistemmonitoring uKp-ppp dengan jadwar sebagai beritut:
1. pelaporan Bog, dibuka tanggal zd uaret 2ot4 dan ditutup
^ tanggal 5 April 2Ot4 pada pukul 2g.Sg WIB;
2- pelaporan 8o6,- dibuka tanggal 2g Juni zoi+ dan ditutup tanggal
- 5 Juli 2Ot4 pada pukul %.{g WIB;
3. pelaporan Bo9,.dibr1fa tanggal 2g september 2014 dan ditutuptanggal 5 Okrober 2Ot4 pada pukul Zb.Sg WIB;4. pelaporan B12, dibuka tanggal 2g Desember 2ot4 ditutuptanggal 5 Januari 2Ol4 pada pukul 2S.Sg WIB.

Pasal 1O

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oralq -mengetahuinya, memerintahkan pengundanganP-eraturan Buplti ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal, t7 FehruArl' 2Ot4

b.

c.

BUPATI SAROLANGUN,4
CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal, t7 peArua i 20t4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAR0LANGUN TAHUN 2or4 NoMoR te-
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